SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NONBERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, bahwa
Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah
Kabupaten dalam penyelenggaraan perizinan berusaha
di daerah kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten;

b. bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun
2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan
Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Nunukan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika
perkembangan peraturan perundang-undangan,
sehingga perlu diganti;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Perizinan NonBerusaha;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang
-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 130);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);



7.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia  5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan  Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor
28 tahun 2002 tentang Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan (lembaran egara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6636);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya
Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6637);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6639);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6640);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6641);



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6643);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6659);

Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2022 tentang
register nasional cagar budaya (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 6636);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/MENKES/PER/V /2011 tentang Registrasi, Izin
Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011
tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik

Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis
Optisien Dan Optometris (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 589);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor
81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 877);



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehaan
Nomor 889/MENKES/PER/V Tahun 2011 tentang
registrasi, Izin Praktik dan Izin Tenaga Kerja ke
farmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1137). tentang Izin Dan Penyelenggaraan
Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 954);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019
tentang Keperawatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor
2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2020 Nomor 1084);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 283);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
266);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Sektor
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);



40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1099);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7
Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan
Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 681);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Perindustrian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 323);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha Sektor obat dan Makanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Sektor
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 257);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha Sektor Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 316);

Peraturan Menteri Pertanian 15 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha Sektor Pertanian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);

Peraturan Menteri Perdagangan 26 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha Sektor Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 282);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 885);



49. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NONBERUSAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

1

Daerah adalah Kabupaten Nunukan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Bupati adalah Bupati Nunukan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari
tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
terpadu satu pintu.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha
untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha
berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas
yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

0. Perizinan Nonberusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pemohon
untuk memulai dan menjalankan kegiatannya yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin.



11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single

12.

13.

Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik
terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut
sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Klafikasi baku lapangan usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI
adalah mengklafikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang
menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa,
berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan
alat koordinasi, intergrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Perizinan NonBerusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai
kepada Kepala DPMPTSP.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 3

Pendelegasian kewenangan  penyelenggaraan  Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan

c. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Huruf a meliputi :

a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

b. Persetujuan Lingkungan; dan

c. Persetujuan Bangunan Gedung.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari :

a. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah.
b. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah.

c. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
a. Tingkat risiko menengah rendah.

b. Tingkat risiko menengah tinggi.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.



(6) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Pendelegasian  kewenangan  penyelenggaraan  Perizinan  Nonberusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONBERUSAHA

Pasal 5

Dalam melaksanakan Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan
Berusaha dan Perizinan NonBerusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dan Pasal 4, DPMPTSP melaksanakan :

a. Pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem OSS yang dikelola
oleh lembaga pengelola dan penyelenggara OSS

b. Pelayanan Perizinan Berusaha berdasarkan Persyaratan dan/atau
Kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Pedoman Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko; dan standar kegiatan usaha dan/atau standar
produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

c. Pelayanan Perizinan Berusaha dengan menerapkan Manajemen
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan

d. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada
Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan yang memuat paling sedikit
laporan jumlah Perizinan Berusaha yang diterbitkan, Kendala yang
dihadapi dan Solusi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan
Nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, DPMPTSP
melaksanakan untuk :

a. Melaksanaan pelayanan Perizinan Nonberusaha dengan menggunakan
sistem terintegrasi secara elektronik yang dikelola secara mandiri oleh
DPMPTSP;



b.

Pelayanan Perizinan Nonberusaha dilaksanakan berdasarkan Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Melaksanakan Pelayanan Perizinan Nonberusaha dengan menerapkan
Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha; dan

Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha kepada
Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan yang memuat paling sedikit
laporan jumlah Perizinan Nonberusaha yang diterbitkan, Kendala yang
dihadapi dan Solusi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha dan Nonberusaha yang didelegasikan pada DPMPTSP diatur dalam
Peraturan Bupati.

(1)

(2)

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Semua Perizinan Berusaha yang telah disetujui dan berlaku efektif
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam izin dimaksud
berakhir.

Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini, melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem
OSS.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39
Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2019 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID
Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 24 Maret 2022
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
ttd

SERFIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022 NOMOR 1
Salingf-Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
‘ Kepa[a Bag:an Hukum

HASRUNI S.H.M.AP
Nip 197‘10608 200212 1 007




